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ABSTRAK

Nur Asma. Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten
Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam). (Dibimbing oleh Moh. Yasin
Soumena dan Wahidin).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau
ikatan besama dalam melakukan kegiatan usaha, dalam usaha tersebut diperjanjikan
adanya pembagian hasil keuntungan-yang akan didapat antara kedua belah pihak atau
lebih. Dalam penerapannya, bagi hasil perlu menerapkan ketentuan-ketentuan yang
sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
bentuk akad, syarat-syarat dan kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik
bagang di Kabupaten Polewali Mandar serta tinjauannya dari perspektif hukum
ekonomi Islam.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui field
research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan
penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Polewali Mandar.
Teknik | pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) bentuk akad nelayan dan pemilik
bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena
akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat. 2) syarat-syarat sistem
bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali mandar pada sebagian
Bagang {tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak.
Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Sedangkan dalam
konsep hukum ekonomi Islam, pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian.3)
Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan.dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali
mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, Karena
beberapa nelayan dirugikan dengan menanggung kerugian yang dalam hukum ekonomi
Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal.

Kata kunei : Akad, Sistem Bagi Hasil, Mudharabah.

Xi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ot I
HALAMAN PENGAJUAN .....ccooiiiisficeieec e ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.........iitiu o 0\
HALAMAN PENGESAHAN KOMIST PEMBIMBING................c..ccoovvvnen. %

HALAMAN PENG OMISI PENGUJI it Vi

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu ...........cccooiiiiiiiiiicnnn 5
2.2 TiNjauan TEONLIS ...ooveieviriiieerieree s 8
2.2.1 Teori Al Mudharabah...........ccccooiiiiiiiniie 8
2.2.2 Teori Kemanfaatan..........c.cocovvvenininienenenc e 25

Xii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB Il

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2.3 Tinjauan Konseptual .........ccccccevveveiieiieiece e 28
2.4 Bagan Kerangka PiKir ..........cccooeviiiiieiiiicccceecc e, 30
METODE PENELITIAN

3.1Jenis PeNelitian .........c.coeiiiiiiiiiiiieniesesee e 32

3.2 Lokasi dan Waktu F B e 33
3.3 Fokus Penelitian.......ccceeeeeee e B 33

......................... 34
.................................... 35
.. 36
d dalam Sistem Bagi H ilik
Kabupaten Polewali Mandar ............. .39

rat Sistem Bagi Hasil N
i Kabupaten Polewali Mandar .............. .48

3 Kemanfaa
Bagang di Kab i Mandar .............. .67
NUTUP

............... .12
.73
........................................................................... 74

Xiii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

Judul Gambar

Halaman

1

Bagan Kerangka Pikir

41

13l

PAREPARE

Xiv

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

Judul Lampiran

Pedoman Wawancara

PAREPARE

XV

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab

Keterangan

v es dan ye

ol sad S es (dengan titik di bawah)
ue dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
] 7 z zet (dengan titik di bawah)

XVi

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



g ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g ge

o fa’ f ef

d qaf q qi

4

7’ marpAiRSEM R(Erada pada kata tunggal

i oleh kata
p yang sudah
terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.

dasa Ditulis hikmah

e ditulis “illah

XVii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



sl WVda) S

ditulis

karamah al-auliya’

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

F. Vokal Rangkap

Fathah

Ditulis
ditulis

Ditulis
ditulis
ditulis

1. fathah + ya’ mati

2. fathah + wawu mati

Ditulis
ditulis

ditulis

Ai

bainakum

au

XViii

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



-

Js ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

A Ditulis A’antum
U'iddat

La’in syakartum

huruf awal

Ditulis
ditulis

uf Syamsiyyah ditulis sesuai deng ruf p

a5 Al g Ditulis Zawi al-furid
33 ad ditulis Ahl as-sunnah

XiX

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Polewali n daerah yang berada di kawasan

maritim. Dengan garis ilometer dan luas perairan

tunggal, kerja secara
ksplorasi dan mengeks

Polewali Mandar di kan strategi

Di sisi lain,
ada pu aga) namun
memili j 1 kerja sama
antara mi keluarga
milik modal

merupakan

"Wikipedia, Kabupaten Polewali Mandar, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar,
(29 Juni 2019).

2Sari Multazam, Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine)
di PPl Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, (Skripsi Sarjana Fakultas IImu
Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudddin Makassar: 2018), http://digilib.unhas.ac.id.pdf, (11
Maret 2019).
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nelayan indvidu tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan
buruhnya. Setelah direkrut, nelayan buruh mengikatkan diri ke pemilik modal,
penetapan-penetapan aturanpun dilakukan setelah ada kesepakatan dari dua belah

pihak dan dianggap menguntungkan satu sama lain. sistem kerja kelompok ini

menggunakan perahu berbagai jeni elaut, salah satunya adalah Bagang, kapal

tersebut menggunakan jarin angkap untuk menangkap ikan di

slam juga dikenal kerja'se

bagai pengelola yang (skill) dan

i tujuan perekonomian, keuntungan
suai dengan kesepakat

ah mudharabah. Secara te

selama
diakibatka

jawab atas kerugian tersebut.®

*Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), h. 95.
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Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di
Kabupaten Polewali Mandar menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian
dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian,

nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut

melautpun akan dianggap telah be ari kerugian sebelumnya. Persoalan yang

timbul ini diakibatkan kare akukan bersifat lisan dan tidak

asar belakang di atas maka penelitian

gaimana sistem bagi hasil nelayan i Kabupaten
dar apabila slam. Pokok
salah selalu
ksud adalah
sebagai
1.2.1 nelayan dan

pemilik Bagang di Kabupaten Palewali Mandar ?

1.2.2 Bagaimana syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di
Kabupaten Polewali Mandar ?

1.2.3 Bagaimana kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di

Kabupaten Polewali Mandar?
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1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, di
mana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya

dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun penelitian ini bertujuan un
1.3.1 Mengetahui bagainr Jalam sistem bagi hasil nelayan

dan pemilik B
1.3.2 gdan pemilik
1.3.3 dan pemilik

Polewali Mandar?

n penelitian, maka p

ut.

teoritis : anfaat bagi

, dalam arti an pustaka

hasil dalam

masukan kepada nelayan dan pemilik Bagang mengenai sistem bagi hasil yang
sesuai dengan hukum Islam, dan bagi penulis, penlitian ini sangat bermanfaat
guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah

khasanah ilmu pengetahuan penulis.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini n penelusuran dan kajian berbagai

sumber atau referensi tau relevansi materi pokok

permasalahan yang ngan masalah siste sil nelayan dan pemilik

iah Jurusan
enelitiannya
Desa Lero
ri penelitian
dan pemilik
dari hukum
kerja sama
ra lisan dan
Si perjanjian
berasal dari
pemilik rumpon dan modal berupa kerja berasal dari nelayan. Kedua, semua
kerugian dan resiko secara materi ditanggung oleh pemilik rumpon. Ketiga,
hasil panen di bagi 3, yaitu 2 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk

pemilik rumpon.keempat, hasil penjualan harus dibuktikan dengan data

berupa kwitansi penjualan ikan. Kelima seluruh proses mulai dari pemasangan

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



2.12

rumpon di laut sampai pada penjualan hasil panen menjadi tanggung jawab
nelayan. Sementara pemilik rumpon hanya menerima bagiannya saja. *
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem bagi hasil

nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan

kapal yang disebut Bag melaut, sedangkan penelitian yang
dilakukan Ardians apal melainkan rumpon, yaitu
ipasang di laut, baik laut
ut dalam. Pemasanga ut dimaksudkan untuk

hingga ikan

Leny Novita Sary (Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo, 2017) dalam
I I I I
enelitiannya yang berjudul “Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan
I I I
Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa
I I . .
0 Kecan-1gtan Wedung Kabupaten Demak) ”_‘%tjuan dari penelitian ini

ilik perahu
emak, dan

nomi Islam.

bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan (pemilik

*Ardiansyah, Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang

(Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN
Parepare,2017).

SWikipedia, Rumpon, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumpon, (30 juni 2019).
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2.1.3

perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para jurag (nelayan). Dengan
demikian, juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling bekerjasama
dalam melaut. Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah syirkah.

Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan

prinsip bagi hasil yang tidz entangan dengan prinsip-prinsip syariah

Islam. Dari hasil dahulu diambil untuk biaya

pengeluaran

ar dan es batu), ¢ a dibagikan kepada pihak-
pihak yang 'terlibe itu j ilik perahu), j nelayan), dan
yang akan

kah dengan

a berkontribusi dalam dang elitian yang

gunakan akad mudhar ana modal dari

emilik modal tidak ikut laut.

kripsi S1, Program Stu al E Perikanan,
iversitas Has Makassar,

Ju “Sistem Bg sil Nelayan

eine) di PPI Kecamatan

ini adalah

pendapatan

ae Kabupaten

Bone. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pola hubungan antara punggawa

®Leny Novita Sari, Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif

Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak), (
Skripsi Thesis UIN Walisongo Semarang, 2017), http://eprints.walisongo.ac.id.pdf, (11 Februari

2019).
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dengan sawi membentuk struktur yang saling berkaitan dan mempengaruhi
satu sama lain dan di dalamnya terdapat sistem yang tersirat namun bersifat
mengontrol. Sistem bagi hasil yang terjadi pada kelompok kerja nelayan
Lonrae mencerminkan sistem bagi hasil yang tidak merata dan tidak sesuai
dengan Undang-Undang bagi hasil.” Adapun perbedaan dengan penelitian
yang akan dilakukan vyaitu, tujuan penelitian sebelumnya yaitu untuk
mengetahui pola hubungan dan pembagian kerja dan mengetahui pendapatan
dan bagi hasil nelayan pukat cincin di ‘PPl Lonrae Kabupaten Bone,
sedangkan tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui
bentuk akad sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten
Polewali Mandar.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori Al Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.® Kata mudharabah berasal dari
bahasa Arab yaitu 4 léas — o bay — < a, Mudharabah juga berarti berdagang dan
memperdagangkan Dengan pengertian “berniaga ia pada hartanya atau memperjual

belikan hartanya”.

"Sari Multazam, Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine)
di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, (Skripsi Sarjana Fakultas IImu
Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar:,2018), http://digilib.unhas.ac.id.pdf, (11
Maret 2019).

8Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.



Menurut bahasa Mudharabah atau giradh yang berasal dari al-gardhu,
berarti al-gath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk
diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.’

Istilah mudharabah dengan pengertian bepergian untuk berdagang

digunakan oleh ahli (penduduk) Ira an ahli (penduduk) Hijaz menggunakan

istilah giradh, yang diambi rtinya: memotong. Dinamakan
demikian, karena n dari hartanya untuk

diperda

‘amil (f lik bersama
sesuai ¢ ereka sepakati. Sedang ya menjadi
ja. ‘amil tidak menagg kecuali pada

isi kata “memberikan” me
dak sah. Bec
yang lainnya

bersama”

keuntungan

hasil dari

°Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 135

Y Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 366.

“wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 476.

2Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 477.
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10

pertumbuhan modalnya. Sementara mudharib (pengelola) juga berhak memperoleh
keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.*®
Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan

kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha’ah. Sedangkan jika

disyaratkan bahwa seluruh keun untuk mudharib (pengelola), maka
akadnya adalah akad pinja
Zuhaili ber udharabah adalah akad

penyerahan modal iperdagangkan dan

ieqy mengatakan bahw. ah semacam

dua oranng padanya de Jal dari satu

pihak, enghasilkan keuntung lain, dan
tara mereka.™®

dua pihak

yang b (laba), karen diserahkan

gelola harta itu gkan ulama

Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Isle
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 477.

YWahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 477.

Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 476.

%Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 11-12.
Y"Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 136-137.

a Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

2. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan

berdasarkan Al-qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Adapun dalil dari Al-qur’an antara

lain Q.S Al-Muzammil/73:20 :

Al JLa8 (e g2t () (8 G s plan 90AE S,
Terjemahnya :

“....Da.rll8 sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah
Swt....”

Yang menjadi wujud dilalah atau argumen dari Surah Al-Muzammil/73:20
adalah adanya kata yudharibun yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.*®

Q.S Al-Jumu’ah/62:10 :

A 1R85 AT J2ad e TS5 (aan VT 8 15700 5 LA caad 138
PR A S

Terjemahnya:
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarablah kamu di muka

bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu belruntung”20

Kata “mengingat Allah banyak-banyak™ adalah ketika menjual dan

membeli, memberi atau menerima, kita harus banyak-banyak mengingat Allah Swt

BAl-Qur’an dan Terjemahan, h. 575.
Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidig, Figh Muamalah, h. 95.
2Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 554.
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agar usaha-usaha dunia itu tidak menutup pandangan mata hati kita pada keuntungan
yang kita terima pada hari akhirat.

Ayat Al-Qur’an tersebut di atas menunjukan cara Islam menciptakan
keserasian antara materi dan moral dengan mendesak pemeluk-pemeluknya untuk
berusaha mencapai kesejahteraan material, tapi pada waktu yang sama juga
menekankan agar mereka menempatkan usaha material tersebut di atas moral dan
dengan demikian orientasi spritual kepada usaha material. Keserasian segi hidup
material dan spiritual ini adalah ciri dari sistem ekonomi dalam Al-Qur’an. Masalah
spiritual dan material telah dijalin satu dengan yang lain agar keduanya dapat
berfungsi sebagai sumber kekuatan yang saling menunjang dan bersama-sama
menunjukkan kesejahteraan hidup yang sejati. Menghilangkan salah satu dari
keduanya akan mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan hidup sejati.?

Sedangkan dalil dari hadis antara lain:
aalia Je o) 455las JWll ais 13 calladd) s G Guliall B (&

°

ok A B A0 4 o B0 V5 ol 4 J5E Vs dods a4 dla Y

.

s ale als ally e s i O30 Ada s AT (fala SIS (b (3
obie Gl e aus ) (& Al jdall o) 5 ),

Artinva :

“Adalah Abbas bin Abdul Muththalib. apabila ia menverahkan seiumlah
harta dalam investasi mudharabah. maka ia membuat svarat kepada
mudharib. adar harta itu tidak dibawa melewati lautan. tidak menuruni
lembah dan tidak dibelikan kepada binatana. Jika mudharib melanaoar
svarat2 tersebut. maka ia bertanaauna iawab menanaauna risiko.
Svarat-svarat vana diaiukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah
Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath Thabrani).

Z'Muhtadi Ridwan, Al-Qur’an dan Sistem Perekonomian (Malang: UIN Maliki Press, 2012),
h. 94.
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Sedangkan dalil ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para
sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah
atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap
sebagai ijma’. 2

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum mudharabah dengan ijma’
yang berlandaskan pada nash. Mudharabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab
jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas penduduk Arab bergelut di
bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para
amil (pengelola). Rasulullah Saw pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan
membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga
pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah r.a.
Kafilah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka
melakukan mudharabah dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.

Ketika Islam datang, Rasulullah Saw mengakui dan menyetujui akad ini.
para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal
orang lain berdasarkan akad mudharabah sementara beliau tidak melarang hal itu.
Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. Maka
ketika beliau telah mengakui mudharabah, berarti mudharabah telah ditetapkan oleh

sunnah.?

?’Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 162.

2Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 478.

*Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 478.



14

Sedangkan dalil giyas adalah bahwa mudharabah dapat digiyaskan pada
akad musaagah (akad memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan
masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin.
Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola
hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi
pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad mudharabah ini dibolehkan
secara Syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah Swt tidak
mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan memenuhi kebutuhan
hamba-hambanya.?

Hikmah disyariatkannya mudharabah adalah untuk memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap
tolong menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan
kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.”®
3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah
muthlagah dan mudharabah mugayyadah.

a. Mudharabah Muthlagah

Mudharabah muthlagah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik

modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah

bisnis.?’

»Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 479.

%\Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 479.

?'Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 152.
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Seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu.
Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan mudharabah,
dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,”atau dibagi tiga (dua per-tiga
dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan
modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat,waktu, sifat
pekerjaannya, dan siapa yang boleh beraksi dengannya.?®
b. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah mugayyadah atau biasa disebut dengan istilah restricted
mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthalagah.
Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya
pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal
dalam memasuki dua jenis usaha.?®

Pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk
mudharabah dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang
tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang

tertentu.*°

\Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 480.

»Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), h. 97.

%%\Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 480.
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4. Rukun dan Syarat Mudharabah
a. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan gabul
dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan gabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu
dengan menggunakan asal kata dari kata mudharabah, mugaradah dan muamalah
serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik
modal berkata, “ambillah modal ini berdasarkan akad mudharabah dengan catatan
bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah Swt nanti adalah milik kita bersama.
Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari
bagian-bagian yang diketahui”*

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata “ambillah modal ini
berdasarkan akad mugaradhah atau muamalah,” atau berkata, “ambillah modal ini
dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah Swt nanti adalah milik kita
bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak
mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang
menunjukkan makna akad mudharabah. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah
maknanya bukan bentuk lafalnya.*

Adapun lafal-lafal qgabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola
mudharabah). ““ saya ambil,” atau, saya setuju,” atau “saya terima,” dan sebagainya.
Apabila telah terpenuhi ijab dan gabul, maka akad mudharabah-nya telah sah.

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun mudharabah ada enam, yaitu.

¥t Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, h. 370.

%2\Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 479.
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1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
4) Maal, yaitu harta pokok atau modal
5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta-sehingga menghasilkan laba
6) Keuntungan.*®

Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi’iyah dan
Hanabilah, rukun mudharabah ada 5 macam, yaitu : 1) dua orang yang berakad
(Aqgidain), yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja, 2) modal
(ra’s al-mal), 3) kerja (‘amal), 4) keuntungan (ribh), dan 5) ijab dan qabul
(shighah).®*

b. Syarat Mudharabah
Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:
1) Syarat Pelaku Akad

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama
bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak
sebagai pelaksana usahadhdrib dtawaniil). 2" Disjaratkan bagi orang yang akan
melakukan akad, yakni pemilik modal:dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan
atau menjadi wakil, sebab™ mudhartb mengusahakan harta pemilik modal, yakni

menjadi wakil, namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 139.
**Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, h. 163.

% Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004), h. 193.
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dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara
Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir dzimmi

jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.*

2) Syarat Modal, yaitu:

a) Berbentuk uang, modal har ng yang masih berlaku yakni dinar dan

dirham dan sejenis elakukan mudharabah dengan
modal berbentu paik harta bergerak idak bergerak. Ini adalah
b) g antara modal
pada kedua belah piha janjian yang

udharabah

k menghindari perselisi
an jumlah modal yan al ini dapat

and bentuk sejumlah uang yang ber

s barang tert g, mudharab sah dengan

modal yang arena itu, tidak bo kata kepada

> berutang, “lakukan abah denga utang k

elumnya alknltEvPapRtEeh para

yarat ini dan

udharabah

modal yang

%Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, h. 228.
% Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 7

%Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 482.

*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 140.
“Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 93.
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di tangan orang yang berutang itu adalah masih milik orang yang berutang, dan
baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara
di sini belum ada serah terima.**

d) Modal harus diserahkan kepada mudharib, hal ini dimaksudkan agar mudharib

dapat mengurusnya sendiri, **.} idak sah kecuali dengan menyerahkan

padanya, yaitu melepa . Mudharabah tidak sah jika

ak ada penyerahan dengan

dkan untuk
gan demikian, jika lab rabah batal.

usaha dibolehkan men

agi diantara keduanya,

anya.”

“\Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 483-484.

*Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.
68.

*Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 485.

*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, h. 228.
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laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudharabah,
tetapi pedagang.*
Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya,

menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu, termasuk gqaradh, tetapi

menurut ulama Syafi’iyah terma dharabah yang rusak. Pengusaha diberi

upah sesuai usahanya engharuskan adanya pembagian

menjadi rusak. Ule

odal sebab

bagian dari milik bersa dengan rasio

ari keuntungan, sepert akat dengan

pat, atau setengah. Jika menentukan

ti jika keduanya mensyara eratus dinar,

g, atau lebih ereka, dan untuk yang

aka syarat i harabah bat itu karena

ah mengharu n dalam keu , Ssementara
mencegapiyn)EM RE Karena emungkinan
ditentukan

ang lainnya

*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, h. 229.
*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, h. 229.
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tidak. Jika demikian, maka syirkah tidak tercapai, dan oleh karenanya usahanya
tersebut bukanlah mudharabah.*’
Mudharabah tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan

dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk ‘amil. Ulama Malikiyah

menjelaskan bahwa kedua pelak boleh saling merelakan pada bagian yang
sedikit atau banyak sete
Demikian j arabah diangga jika disyaratkan mendapat

keuntungan lebih, seperti agi salah satu syarik, misalnya,

ndapat upah umum, s i eluruh jenis
49
pembagian keuntunga
yarat yang telah disepakai.

dan sesuai d lah disepakat

tu mudharib

odal dalam

*"Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 488-489.

*Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 489.

*Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 489..
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keadaan berbentuk uang pada waktu fasakh dan larangan tersebut. Hal itu agar
jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara mudharib dan pemilik modal.
Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah.

Jika mudharib telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan

modalnya masih dalam berbe , maka dia boleh menjualnya untuk

mengubah modal menj nnya terlihat. Dalam hal ini,

pertentangan

alam kondisi ini mu : mudharib
abila harta musnah penyebab
nya.

Sala elaku Akad
pemilik mo
al menurut

mentara wak

pergantung pada

pengetahuannya, sama seperti dalam wakalah.*

%Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 489.

*Isayyid Sabig, Fighus Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, Figih Sunnah, h. 168.

52Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 512.
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d. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila
Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi’iyah dengan gilanya salah
satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat

ahliyah (kelayakan/kemampuam). Begitu juga setiap yang membatalkan wakalah

maka membatalkan mudharaba ingsan dan pelarangan membelanjakan
harta atas pemilik moda
Adapula lara harib karena bodoh atau

a hanafiyah mudhari eluar dari mudharabah,

untuk menjadi wakil dar
_53
dal

murtad dari agama Islam ati a yunuh dalam
dan hakim
ri musuh tersebut,

ama Hanafi | itu karena

orang yang

Jika mudharib murtad, maka mudharabah-nya tetap seperti sedia kala (tidak

batal) karena sifat ahliyah-nya tidak hilang, hingga jika mudharib belanja

%Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih

Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 512.
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kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan
murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah
dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai

dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang murtad adalah sah

karena masih memiliki sifat tamyi membedakan yang baik dan buruk) dan
sifat sebagai manusia.
uk barang, maka tindakan

h hingga modal berubah
dharib tidak

ngan usaha,

|.54

a pemilik moda

yariatkan mudharaba me anya demi
epada manusia. Kadang se mere miliki harta,

tetapi t ampu menge ang sebagian ereka tidak

tetapi memi tuk mengembangk Oleh karena

itu, sya perbolehka

> PAREPARE
dh

sing-masing duanya bisa

dah manusia
dalam bekerja sama K me 3 a ara suka sama suka sesuai

dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara jujur

**Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 512-513.

**Sayyid Sabiqg, Fighus Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, Figih Sunnah, h. 165.
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dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang
mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya
manusia membutuhkan akad mudharabah sebagai pegangan untuk menjalankan

usaha yang halal.>®

Hikmah mudharabah engangkat kemiskinan di kalangan

masyarakat dalam meme merealisasikan bentuk kasih
sayang antar-sesama. ua manfaat bagi pemilik
mengangkat

membiarkan
kinan. Hal ini jika kerj rseb

tidak memilik modal la o ang diajak

hal itu memberi faeda enuk faat. Kedua,

pahnya sumber kesejahtera p. A

nya sehingg: adi sanggup

ncari nafkah.

tham (1748-
1831).Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum,
*
yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan
1

(utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau Mazhab

*®Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, h. 154.
*"Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, h. 155.
*8Siah Khosyi’ah, Figh Muamalah Perbandingan, h. 155.
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utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya
monumentalnya Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789).
Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung
menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah
terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak
yang kepentingannya dipertimbangkan.>®

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan
dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan
kegembiraan (pleasure). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan
menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan,
dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk
membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu
hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran
utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk
memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak
mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-
mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah
sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum
adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number

(kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).

¥ Soetanto Soepiadhy,Kemanfaatan Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, (01
Februari 2019).

89Soetanto Soepiadhy,Kemanfaatan Hukum, http:/fwwaw.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, (01
Februari 2019).
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Bentham tidak hanya berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan
pada umumnya, tetapi juga bahwa setiap individu senantiasa memburu apa yang
menurut keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendiri. Oleh sebab itu, tugas
legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan
pribadi. Adalah untuk kepentingan publik bahwa saya yang harus berpantang untuk
melakukan pencurian: itu bukan untuk kepentingan saya, kecuali bila terdapat hukum
kriminal yang efektif. Dengan demikian, hukum kriminal merupakan metode
penyeseuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, itulah alasan

pembenarnya.®:

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan
v |

adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls,

mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak

terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih

atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran).

dahulu tentun?/a, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya
mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga

menyenan%kan bagi ora.ng.l_g].n.. Eeﬂ)rgng ._@rLg‘sgﬁmg membaca, kemungkinan

besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga
|
kemungkinan besar tidak senang mem%aca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit

untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang

®'Bertrand Russell, History Of Western Philosophy and its Connection With Political and
Social Circumtances from the Earliest Times to the Present Day, terj. Sigit Jatmiko, et al, Sejarah
Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 1008.
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berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan
kebahagiaan yang diperoleh dari makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari
membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan
yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih
menyenangkan ketika sedang kelaparar#aaripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat

dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara

konkret.®?

ilik Bagang

Islam (Studi di Kabupat ali )” dan untuk

ari penlitian ini, maka & erika Daran umum

dari ma sing g terdapat dalam judul p ini berikut:

2.3.1 Si erasal asa latin dan bahasa Y alah s 2satuan yang

mponen atau elemen yang dihubungkan bersama emudahkan

ormasi, materi atau ene

| mencapai suatu tu

il merupakan be “L kerjasama antara

al (investor)

elola modal dengan menjalankan kegiatan usaha e . Di mana di

eduanva ‘akan h:l;v: n" Il'hll Na dd

am ersebut  jika
ngan nisbah
kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian

akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.**

Soetanto Soepiadhy, Kemanfaatan Hukum, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html,
(01 Februari 2019).

8 Wikipedia, Sistem, http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem, (10 Februari 2019).

% Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, h. 191.
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2.3.3 Nelayan artinya orang yang turut mengambil bagian pada penangkapan ikan
dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau indera apung
lainnya) atau berasal pantai. ®° Orang yg melakukan pekerjaan seperti

membentuk jaring, mengangkut indera-indera penangkapan ikan ke dalam

perahu atau kapal motor, m ikan berasal perahu atau kapal motor,

tidak dikategorikan

No 45 tahu g perikanan adalah orang

berkuasa/memiliki atas sesuatu kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan

I .

yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan oleh
I I I

orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan/pengusaha Jika
I [

kap ikan maka da at disebut sebagai
nelazan i/ang sekaligus em|I|k ka aI 67 i i

2.3.5 Ekonomi Islam meru akan ilmu pe etahuan sosial yang mempelajari masalah-
p ,&g yang

pemilik sekaligus bekerja melaut menang
. i

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.®®
H A EE IEE S BT B

*Rustadi, defenisi dan pengertian nel
nelayan.html, (22 Januari 2019).

n, http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/definisi-

% Rustadi, Defenisi dan Pengertian Nelayan, Hitp://perikanan38.blogspot.com/2017/09/defenisi-
nelayan.html?m=1, (10 Februari 2019).

" Mukhtar, Klasifikasi Jenis Nelayan, http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/07/klasifikasi-
jenis-nelayan.html, (22 Januari 2019).

8\Wikipedia, Ekonomi Syariah, Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi-Syariah, (10 Februari
2019).
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Berdasarkan penjelasan beberapa kata kunci yang telah diuraikan diatas,
maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis suatu
sistem bagi hasil dengan bentuk akad mudharabah yang merupakan kerja sama antara

dua pihak, yaitu penyedia modal dan pihak kedua yang bertanggungjawab atas
r .
pengelolaan usaha (nelayan) di mana keuntungan dibagikan sesuai rasio laba yang
L.
telah disepakati bersama, yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kedua
AT Y.
belah pihak dan masyarakat bagaimana sistem bagi hasil yang sebaiknya dilakukan
r h
sesuai dengan ekonomi Islam. Sehingga dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak

maupun masyarakat.
2.4 Bag

kan penelitian tentang elayan dan
pemilik g di en Polewali Mandar p nomi Islam,
acuan teori mudharabah, terb iti - akad ( ijab
gabul) S kan kejelasan dari kedua belah pihak, da san tersebut
tidak di kecuali den : . udharabah
terbagi adi tiga  ya i modal dan
keuntu telah dilihat
dari tig sar ekonomi
Islam ta tanggung
jawab.
Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat

bagan kerangka pikir sebagai berikut :
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Bentuk Akad

SISTEM BAGI HASIL

PEMILIK BAGANG

NELAYAN

MUDHARABAH

Syarat

1. Orang
2. Modal
3. keuntungan

PRINSIP DASAR
EKONOMI ISLAM

TAUHID

2. KEADILAN DAN

KESEIMBANGAN

3. KEHENDAK

BEBAS

4. TANGGUNG

JAWAB

Teori Kemanfaatan

Teori utilitarianisme
oleh Jeremy
Bentham
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BAB IlI
METODELOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk

pada Pedoman Penulisan Karya IImiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh

IAIN Parepare, tanpa mengabaikan metodologi lainnya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis pen ng digunakan adala tif kualitatif. Penelitian
rfokus pada
enggunakan
masyarakat
mengetahui
pangan terkait dengan mengetahui
lapangan terkait denga g diangkat
ian tersebut dalam ini didasari

permudah me
peneliti goga Iebipﬁlﬁpﬁp‘aﬁ)hlﬁadapan of:
d itian ini di apkan

antara |

psikan hasil
enyataan di
n keakraban
data berupa
fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang

%Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.2.
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dihadapi. ° Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan
sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber

informasi (key informan).”

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi yan h di Kabupaten Polewali
besar mata pencaharian

dengan laut

an dilakukan dengan j an lamanya

disesua
3.3 Fok

besar dari

asi terhadap

masala bagi hasil
yang di ali Mandar
menuru a mengarah

L exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), h. 5.

™ Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), h. 134.
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pada akad sistem bagi hasil, syarat-syarat serta kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan

dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum ekonomi Islam.
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden

maupun yang berasal dari duk ik dalam bentuk statistik atau dalam

bentuk lainnya keperlu data dalam skripsi ini terdiri

primer yaitu
enelitian ini

2 punggawa

men resmi,
alam bentuk
in-lain yang
g termasuk

data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait dengan

2p Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka
Cipta, 2004), h. 87.

"*Bagong Suryanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, Ed. | (Cet. I1I; Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2007), h.55.

zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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Figh Muamalah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, dan artikel terkait dengan
sistem bagi hasil penelitian lainnya yang terkait dengan masalah sistem bagi hasil

nelayan dan pemilik bagang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpula itian ini yaitu menggunakan teknik

field research (peneliti langsung turut serta dilokasi

tempat pelaksanaan

pengamatan yang
ena sosial dengan geja k kemudian
ini adalah
ara langsung

terkait ¢ : ilik ba i Kabupaten

PAREPARE

endapatkan
informasi secara langsung dengan “memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada

narasumber.

"*Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.8.
"®p Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, h.63.
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3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan
catatan-catatan penting yang berhubungan dengan maasalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.”” Dokumen-

dokumen terkait dengan permas enelitian diantaranya data-data yang

berupa buku-buku sistem

3.6 Teknik Analisis

kunci yakni nelayan dan pemilik bagang melalui wawancara kegiatan yang dilakukan

dalam melakukan sistem bagi hasil, Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka

""Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h.158).

"®Abdurrahman Dudung, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta,
2002), h. 65.
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peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya. Sumber data
berikutnya yaitu melalui observasi secara terus menerus hingga data yang tersaji
betul-betul valid dan dapat dipercaya.

3.6.2 Mereduksi data

Setelah itu langkah selan aitu mereduksi data, data dari hasil

wawancara peneliti dengar ata serta hasil dari penelitian
dokumentasi dalam h al a dianalisis oleh penulis.

ang tidak penting dan

masi  yang

okumentasi.

erprestasi  dan
penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara
komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi
kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus

berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari
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sumber data laiinya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

13l

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di

Polewali Mandar

Akad menjadi an dari kehidupan manusia,

karena manusia adal sosial yang selalu dampingan dengan orang

kerjasama yang dilak eh pe Bagang dan

2cara lisan tanpa adan ji 5. Perjanjian

secara t ini an tradisi turun temuru . eka gunakan
dalam dalah bahasa dan redaksi ya i oleh kedua
aratan untuk
an kerelaan

sesuai adat kebi i kalangan

o PAREPARE

leh pemilik

Bagang dan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar pada saat melakukan perjanjian

"Wahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 419.

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.
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bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ansar yang merupakan salah satu
pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Perjanjian dengan nelayan itu dengan lisan, semuanya dari turun temurun,
nelayan kerumah bermohon untuk ikut menjadi nelayan, kalau kurang
nelayanku ku terima ih, kalau tidak ya tidak kuterima, tidak dijelaskan mi
sama dia bagaimana isi perjanji a karna rata rata na tau semuami.”®

Hal yang sama ju h Syarif yang berprofesi sebagai

ak ada perjanjian
daga lowongan atau

g ®

atangi saja yang punya
au ada ikutmi”
a:

......... pU janjian lisanji, jadi ada nelayan
1 vilang adaga
aki,,83

nya bagang
> kalau tidak

lis. Dan PpkanjPIA RIEan kepade an pada saat

tersebut.

8\Wawancara Anshar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
8\Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 2 September 2019.
\wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

#\wawancara Fadli, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
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Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik bagang tidak hanya disuatu
tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi di mana saja nelayan secara pribadi bertemu
dengan pemilik bagang dan menyampaikan kepada pemilik bagang untuk ikut
menjadi nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama nelayan dan
pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pergi ke rumah pemilik bagang
menawarkan diri untuk bergabung menjadi nelayan, dan tentunya mereka sudah
mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi
hasil nelayan dan pemilik bagang tersebut.Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Saldi

yang merupakan salah satu nelayan di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Kalau mauka pergi ma’bagang pergika tanyal yang punya bagang yang mau
saya ikuti bilang mauka ikut ma’bagang di bagangta. Terus kutau mi juga
bagaimana caranya bagi hasil itu g/ang punya bagang, jadi tidak na jelaskan
maka lagi, karena kutau semuami”®

Adapula pendapat Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

*Rata-rata kalau datang di rumah tidak adaji yang ditanyakan yang begituan,
karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga yang dari dulunya sudah tau
bilang begitu aturannya”

Hal yang sama juga.diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai

nelayan/bahwa:

“Tidak adaji “waktu “tertentu, yang ‘perlu pekerjaan datang pribadi
menghadap sama yang punya bagang to, kalau masalah pertemuan itu di
belakangpi paling, pas mau berangkat baru ketemu. Tidak adaji juga
najelaskan karena kalau datang langsung itukan sudah ditaumi memang
bilang pendapatan begitu paling dari hasil tangkapan ji juga "’

Adapula pendapat ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

%\Wawancara Saldi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juli 2019.
8\Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

8"\Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 2 September 2019.
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“Ada pemilik bagang yang jelaskan bilang begini caranya bagi hasil, begini
kalau ada rugi, begini kalau ada untung. Kalau ada rusak siapa siapa yang
tanggung, tapi ada juga tidak karena na tau semua mi orang. Karena biasa
itu to di cari tau memangmi bilang begini kalau ikutki di bagang situ. Jadi
tidak terlalu na jelaskanmi”88

Pada saat kesepakatan antara pemilik bagang dan nelayan akan dilakukan

maka pemilik bagang mengump ayan yang sebelumnya mendaftarkan

diri untuk membahas isi ang mereka lakukan secara
bersama-sama. Hal Usman yang berprofesi
sebagai
g semua mi
ua mi juga
nya sama yang lainnya

an pendapat Ocha yng b yan bahwa:

perjanjiannya ada semu:
yang punya bagang, 50

bagiamana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan

lainnya. walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya,

8\Wawancara Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.
8\Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

“\Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
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karena sudah tersebar di masyarakat, tetapi akan diperjelas lagi pada saat mereka

berkumpul untuk menghindari kekeliruan antara pemilik bagang dan nelayan.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu 'ahadah ittifa, akad

atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang

atau beberapa orang lainnya u esuatu perbuatan tertentu. Di dalam

hukum kalau perbuata maka perbuatan tersebut

aksud dengan perbuatan

, yaitu perbuatan huku satu pihak-
enimbulkan hak dan k pihak pula
at wasiat dan pemberian h suat (hibah).
2. aifL ; ukum yang an oleh dua

hak (timbal

ra umurrR* RnEIME‘E sesuatu

sebagai

1. Tidak menyalahi hukum syari’ah yang disepakati adanya;

*!Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta:
Sinar Grafika, 1996), h. 01.

%2Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 01-02.
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Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum
syari’ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari’ah adalah tidak

sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-nasing pihak untuk

menempati atau melaksanakan tersebut, atau dengan perkataan lain

apabila isi perjanjian ng melawan hukum (hukum

93

syari’ah), maka perj akan dengan

2. Harus sama ridh
didasarkan
ha/rela akan

in kehendak

tau dengan perkataan
k.

ti tidak boleh ada paks satu kepada

n sendirinya perjanjian ya mempunyai

pihak-pihak

ang tentang
terjadinya
a perjanjikan di

kemudian hari.

®3ayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, Figih Sunnah (Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2012) h. 178.

%*Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 03.
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Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-
masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam
perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah

mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang diitmbulkan oleh

perjanjian itu.*

Bentuk akad sist: an prinsip-prinsip ekonomi

da Allah Swt. Adapun an akad atau
tia kepada Allah Swt, d i janjian yang

gan sesama manusia d 3 pnya sehari-

akad yang d i hasil ne dan pemilik
abupaten Pol i janji . sebagaimana

perjanjian

banyakan BA&&MR{\EEI sekamy an tentunya

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah

saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab di dalam

*Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 03-04.
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ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an antara lain dalam Q.S Al-

Maidah/5:01 :

—1

Vo Sl 151 5l uall g

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang n! Penuhilah akad-akad itu...”

. Prinsip keadilan dan kesei ak melakukan akad sistem bagi
olewali Mandar, mereka
encapai kesepakatan, di
ang apabila

ilik bagang,

ehingga dalam hal ak tercapainya

n hak di antara mereka, ilik bagang

, manusia berhak mendapa basan untuk

an yang terbe i-had i anusia yang

Allah Swt i ebebasan itu

asil nelayan

ki kehendak

a penerapan

bagang (P(mpan)il\R(E Nelayan

pagang bebas untuk

elaut tanpa

memilih nelayan mana yang ingin diaterima untuk ikut melaut di bagangnya.
Dalam Pasal 138 ayat 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
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a. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan
kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan
perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan

persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas kebebasan berkontrak sifat atau ciri khas dari Buku Il BW,

yang hanya men ga para pihak dapat saja
mengenyampin cuali terhada al tertentu yang sifatnya
memaksa.
erdata yang
i pihak yang
n hal tersebut, dapat pentuk akad
ayan dan pemilik bagan S ali Mandar
m ekonomi Islam kare lisan sesuai
n juga perjanjian secara lis i r oleh KUH

cara hukum

tukan jalan
an, namun
gung jawab
akad. Dan
nelayan ataupun juragan juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka
sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya
terhadap manusia. Tetapi semua keputusannya tersebut akan dipertanggung

jawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagaimana dalam Q.S Al-Zalzalah/99:7-8 :
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Ao ) 55 350 Jlaie Jaid as Ve m 1508 550 Jleke Jaig Fyad

Terjemahnya:
7.Maka barangsiapa mengerjakan kebajikan seberat zarrah , niscaya
dia akan melihat (balasan)nya 8.dan barangsiapa mengerjakan
kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

4.2 Syarat-Syarat Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten

Polewali Mandar.

Syarat-syarat lewali Mandar berkaitan

dengan pelaku, mod

en Polewali
Manda : hak yakni nelayan da ik B Masyarakat
Kabupa ar, Khususnya daerah agian besar
masyare sebagai nelayan, nela dua yakni
nelayan juragan, atau biasa dise yan. Hal ini

seperti a:

melaut, dan
kalau pergi
pada besar

A bagang itu

sedangkan bagang yang berukuran besar diikuti sekitar 13 orang. Dan setiap bagang
memiliki satu juragan bagang yang menjaga keselamatan anak buah kapal atau

nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ansar selaku Pemilik Bagang bahwa:

%\Wawancara Resa, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 28 Juli 2019.
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“Nelayan setiap bagang tergantung, kalau besar bagangnya banyak juga, tapi
kalau kecil, sedikit juga nelayannya, kalau kecil 7 orang ji, kalau yang

sedang 10 orang, yang besar itu yang biasa ku ikuti 13 orang, ada Juga satu
dibilang juragan bagang, dia yang jaga keselamatan anak buahnya.” !

Berbeda dengan pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan setiap bagang i beda, ada yang besar 15 orang na muat,
ada juga sedang nam da juga yang paling kecil 4 orangji
bisa na muat, na bi rru.”®

mengontrol
perhari anak

fesi sebagai

uti saya 12 orangka,
a yang punya bagang,
juragan yang tentukan
lau ada didapat ikan,”®

juragan itu
kapal sama
ntuk dibagi

aud

3 dengan pen esi sebagai ne

sa emilik baga ergantung ji
agan ji, jadi

AIRJEP I*\B Eandar be

ekitar 16-50
Tahun, ah atau yang

telah tamat di Sekolah Menengah Atas (SMA), Mereka tidak melanjutkan sekolah

"Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
%\Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.
“Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

10%/awancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.
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karena terhalang oleh biaya, dan akhirnya memilih untuk menjadi nelayan bagang.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh erwin, yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itumi saya pergika ma’bagang karena tidak adaji ku kerja di rumah, tidak ada

juga uang untuk sekolah, dari p%jla bosanka di rumah, mending pergika

ma’bagang, adami dia pemasuk

Pihak kedua yakni pemilik aitu orang yang memiliki kapal/perahu

dan alat-alat penangkapan saha penangkapan ikan, yang
dioperasikan oleh o pemilik bagang yang
terkadangpi an ka i ergi melaut.
Hal ini ilik bagang

bahwa:

juga di laut kalau ku k i a nelayanku
ikin dirumah juga, jadi : arena masih

endapat Ansar, selaku mengatakan

a dia masih

maka dapat

%% wawancara Fadli, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
19%2\nawancara Aco, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.

1%%\nawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
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4.2.2 Modal
Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi
setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Menurut Prawirosentono,

modal merupakan kekayaan yang diperoleh perusahaan yang dapat menghasilkan

laba pada waktu yang akan datang dz apkan dalam nilai uang.'%*

Modal yang dig pagi hasil nelayan dan pemilik

bagang di Kabupaten P andar yaitu me ) uang tunai. Hal ini seperti

iungkapkan oleh Syari i gai nelayan

bahwa:

S)Gemilik bagang ji, pal bakar sama

stirahat baru

kalau biaya
aru ditulismi

104 Abstraksi Ekonomi, Pengertian Modal dalam limu Ekonomi,
http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/pengertian-modal-dalam-ilmu-ekonomi.html?m=1. (31
Agustus 2019).

1%5\wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.
1%%\nawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

Y\nawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
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baru dikasi masuk di saldo to. Baru nanti akhir bulan dihitungmi bilang berapa
ongkosnya, berapa pemasukan baru dibagi dua begitu.”108

Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik bagang
ketika nelayan akan pergi untuk melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar

pemilik bagang, buku besar ini terbagi menjadi dua yaitu buku bersih dan buku kotor.

Hal ini seperti yang diungkapk jadi yang berprofesi sebagai nelayan

bahwa:

I nya diambil dari
u kotor, karena dua

a bagang, setiap ongkos
u buku besar, ada buku

rti solar, es batu d nya diambil
r bulan mi baru di tu semua mi

asarkan ;Pdﬁlt“ E;lﬁ RdEang -dig yaitu modal

kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan menurut Abu

Hanifah, Malik dan Ahmad, karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan

108 \/awancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
1%%awancara Murjadi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

10%\/awancara Anto, selaku punggawa bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.
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modal mudharabah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i akad itu tidak boleh, karena
pemilik modal melakukan mudharabah dengan harga barang yang dijual dan hal itu
tidak diketahui, maka seakan akan dia melakukan mudharabah dengan modal yang

tidak diketahui.''!

Sementara modal yang oleh sebagian pemilik bagang adalah

barang yang dijual tetapi dan tercatat dalam buku besar
pemilik bagang, Sehi disimpulkan al yang digunakan dalam

sistem bag

arang, uang dan/atau b g be
an kepada pelaku usah ib.

m suatu akad mudhar rus kan dengan

tkan dengan
Prinsip
melakukan
Sta alam ini
engatur dan
engan adanya

ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu.

vahbah az-Zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih
Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 483.

"2pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72.
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begitu pula dengan modal, modal hendaknya dikelola untuk kegiatan produksi
yang dianjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba.
Manusia hendaknya tidak hanya mengelola modalnya untuk kepentingan

dunia, melainkan juga untuk akhirat, yaitu mengelola modal dengan baik sehingga

dapat memberikan manfat bagi m dan alam sekitar. Modal yang digunakan

oleh pemilik bagang dig ma sistem bagi hasil dalam hal

menangkap ikan. F ut tidak hanya b untuk kedua pihak yaitu

pemilik bagang 'de elayan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas untuk

imbangan, Islam sanga

an. Pada sistem bagi h ilik bagang,

kan modal yakni fasilit operasional

g itu sendiri alat tangkap, sebagainya.

elayan men kap ikan di

modal pada

diciptakannya manusia yaitu sebagai’khilafah di bumi. Sehingga kehendak bebas
itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada

kepentingan umat.
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Pada kerja sama bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Pemilik bagang bebas
mengeluarkan modal untuk biaya operasioanl bagang baik untuk membeli alat
tangkap seperti jaring, mesin maupun bahan bakar untuk digunakan oleh nelayan

ketika mereka akan pergi melaut. Dan nelayan juga bebas menggunakan modal itu

untuk mendapatkan keuntungan d il tangkapan mereka.

5. Prinsip tanggung jawab,.f ntuk mengeluarkan modal, bebas
modal yang
perikan oleh
alat tangkap

, tanpa harus merusak

angkap ikan

gabus yang disediaka bihan dalam

gga melebihi enyebabkan

agi sesuai o kesepakatan

odal selama

diakibatkan

hak, sedang i ung oleh pe

kan akibmn EPkoEnya kerug
A I o

karena g jawab atas
kerugia
Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik bagang dan nelayan di

Kabupaten Polewali Mandar yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, satu bagian

13\ fuhammad Syafi’l Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), h. 95.
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untuk pemilik bagang dan satu lagi untuk nelayan, satu bagian tersebut akan dibagi
berdasarkan jumlah nelayan dan juragan bagang akan mendapatkan dua dari
pembagian nelayan. Semuanya dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau

ongkos setiap hari yang dipakai oleh nelayan. Hal ini seperti yang diuangkapkan oleh

Usman yang berprofesi sebagai nel

“Kalau akhir bula
ongkos, jadi b

ikan, setelah dikeluarkan mi
ntuk pemilik bagang satu
ua bagian untuk juragan

pendapatan

itulah yang
akan d bagang dan nelayan. pendapatan
00.000, dan biaya oper p.10.000.00,

50% untuk pemilik bag )00 dan 50%

lagi unt .000.000 untuk nelayan ini jika jumlah
agian untuk
juragan fesi sebagal

nelayan

yang ikut di

agai pemilik

bagang bahwa:

114 \Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

5\Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar,26 Juli 2019.
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“Bagi hasilnya dihitung berapa pemasukan, berapa ongkos kalau sudah
semualrlrgu baru dibagi dua, 50% untuk yang punya bagang, 50 % untuk anak
buah”

Tetapi ada juga pemilik bagang yang menerapkan bagi hasil 60:40, hal ini

seperti yang diungkapkan Anto yang berprofesi sebagai juragan bagang bahwa:

“Kalau di bagangku saya hasilnya 60:40 setelah keluar ongkos
40 untuk nelayan, untuk nelayan
lagi diba%i, kala ang di bagi 9. 2 bagiannya

juragan”l

nela r 30% ka ili

an ya mendapatkan hasil 3 pi terkadang
kan tiap harinya jika hasil ak, misalnya
tu h | penjualan ikan men maka akan
000. ntuk dibagi kepada nelay anya dimasukkan

khir bulan da membayar

Ilham yang

gi na dapat,
.000, maka

18\wawancara Ansar, selaku Pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
\nawancara Anto, Selaku Juragan Bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.
8nawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

9wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan

bahwa:
“Kalau harian tetap ada tergantung dari banyaknya hasil yang ditangkap,
kalau yang bulanan itu dari harian hasil tangkapan dihitung sekali perbulan
terus dibagi ke anak buah™?

Adapula pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

n, seumpama 10 gabus didapat, 3
N is?lnya pemasukan 20 juta

“Penghasilan hari-ha
gabusnya dibagi

perhari ya dian buat dibagi uang

nganggap hasil penjual i ing tersebut

yan. Hal ini seperti y; Ansar yang

agang bahwa:

anak yang mancing di bagang, bera rapa pat dia ambil
anak buah il ih. ikannya na
. i perorangan memancing,

anu. 95122

pemilik bagang pada musim paceklik atau barat, sehingga modal tidak dapat tertutupi

12%\awancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali mandar, 02 September 2019.
2l\awancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
122\\jawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

12%\\awancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
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maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya sampai modal tertutupi. hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Lalli yang berprofesi sebagai pemilik Bagang bahwa:
“Kalau terjadi musim barat tidak ada ikan di dapat, terus modal tidak bisa
tertutupi, maka akan ditutupi pada periode berikutnya*?*

Seperti yang diungkapkan ole if yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada begitu
artinya bagi hasi
target. Tapi
berikutnya™*

bulanan yang keluar dikurangi,
a sedikit dan tidak tercapai
da bagian, tunggu siklus

jika terjadi

kerugia : : i an dan sebagi an Ve ditanggung

g berprofesi

ggung yan_g,
ya bagangji
usak mesin

1asa rugi”126
da kerugian
sehingg ada pemilik
bagang eriode berikutnya, lalu jik g itu tidak
terbaya 2|layan ya ang s.-' N K3 K ti untuk ikut
di baga tap berjalan

tetapi dibayarkan oleh orang baru yang menggantikannya, tetapi dibayar secara

2%\Wawancara Lalli, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.
125%\Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

12%6\\awancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
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sedikit sedikit agar orang yang baru merasa tidak terbebani. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada kerugian dan tidak tertutupi modal ya berhutang sama yang punya
kapal, jadi nanti turun lagi baru dibayar sedikit-sedikit. Kalau berhentiki na
belumpi lunas utangta sama yang punya bagang tetap jalan hutang yang bawa
kapal lagi nanti, sesumpama ac g baru yang gantikanki bawah kapal, tapi
dibayar sedikit-sedikit erbebani orang yang baru bawa
bagang”127

Sedangkan bile : : \gang seperti jaring, mesin

dan lainnya

yang rusak peralatan b atau mesin,

sak itu yang ganti ih”*?

cha yang berprofesi seb yan b

sak kita %/ang tanggung ih, nya . Tidak satu
mua n n” 29

menerapkan

aturan ilik bagang
selama ggung oleh
Aco yang

“Kalau ada kerusakan di bagang, terus sedikit ji maka yang tanggung itu
pemilik bagang, tapi kalau besar ih, maka akan ditanggung oleh nelayan dan
pemilik bagang™*

2\Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
128 \awancara Suardi, selaku juragan bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

2%awancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan

bahwa:

“Tergantung dari fasilitas apa yang dirusak, tapi kebanyakan itu pemilik
bagang yang tanggung ih kalau ada yang rusak”*%

Adapula pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bila yang rusak itu, s
diperbaiki, ya sama
yang baru, dia ji

to kalau rusak ih mesin na mau
i kalau mau pemilik bagang ganti

Terdapat pul agang yang mener an jika terjadi kerusakan
alat tan S bagang. Hal
ini sepe ilik bagang
bahwa:
' itu, pemilik
eberapa dari
mereka i al tersebut

merugi ilk ba ' ini i i an ole Ilham yang

pi sudah na
a, jadi itumi
pembagian
keuntu Kabupaten

Polewali Mandar dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional setiap harinya, yakni

13%\/awancara Aco, selaku Pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.
131 Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.
132\Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

3%\wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.
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satu bagian untuk pemilik bagang dan satu bagian lain untuk nelayan. Satu bagian
untuk nelayan akan dibagi sesuai jumlah nelayan dan juragan akan mengambil dua
bagian dari bagian tersebut. Keuntungan lain yang biasa diperoleh oleh nelayan tidak

hanya pada setiap bulan, tetapi terkadang mereka menerima upah harian jika ikan

yang mereka dapat pada hari itu b ka pemilik bagang akan mengeluarkan

10% hasil penjualan itu un an dimasukkan ke dalam buku
besar untuk dibagi di
dihasilkan
dalam keuntungan

sebagai ilik modal

berhak d.1%

asarkan modalnya yang
an sistem bagi hasil n bagang jika
ar ekonomi Islam, seba
enjadi dasar seluruh konse Islam, baik
olitik, sosial i yerahan diri
baik dal lam rangka

pola kehid an kehendak Swt. salah

sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia

tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain. Pemilik bagang

1%4pysat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, h. 74.
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dalam hal menetapkan pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan
pemilik bagang di Kabupaten Polewali mandar berbeda-beda. Ada yang
mengambil 70%, ada juga yang mengambil 60 % maupun 50 %. Keuntungan yang

diambil boleh saja sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam akad.

Nelayan juga mengambil keunt i memnacing ikan dengan alat tangkap

pribadi. Kemudian har ecara pribadi. Hal tersebut juga
boleh saja dilakuk. ri pemilik bagang kepada
pembagian
a sistem i dan pemilik
n prinsip dasar ekonomi
imbangan, keadilan m yang sangat
ingga berlaku adil dia aratan untuk
bertagwa kepada Allah i ok seorang

jumlah ayat ip keadilan,

a dalam Q.S

selain berpotensi untuk untung, kedua belah pihak juga berpotensi untuk rugi. Jika
terjadi kerugian, maka pemilik bagang kehilangan modalnya atau berkurang
modalnya dan utnuk nelayan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada beberapa

pemilik bagang yang menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, akan
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dibebankan kepada nelayan sebagai utang. Nelayan harus membayar utang
tersebut pada bagi hasil berikutnya. Dan jika salah satu nelayan berhenti untuk ikut
melaut, maka utangnya yang belum lunas akan tetap berjalan dan ditanggung oleh

nelayan baru yang menggantikannya. Adapula pemilik bagang yang menanggung

sebagian kerugian, sebagiannya |3 nggug oleh nelayan

Prinsip keadilan a_tidak tercapai dalam hal jika
perti mesin tanpa disengaja
anggungan kerusakan pada
pkan sistem
kerusaka jari in maupuan

yang menanggung hal ilik bagang,

iakibatkan oleh kelalaia

disebutkan di atas, dap i anya prinsip

gan pada sistem bagi hasil

a dalam Q.S

PAREPA

erjemahnya:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat
kerusakan”.'*°

BSAl-Qur’an dan Terjemahan, h. 374.
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Hal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep mudharabah yakni kerugian
dalam modal mudharabah menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab,
mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat fasid adalah

bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya

menjadi tanggungan pemilik mod

Sebagaimana yang npilasi Hukum Ekonomi Syariah
Pasal 252 bahwa: ang dagangan dalam kerja
udharib, dibebankan pada
onomi Islam
ak merusak

juga harus ikut menang : but.

sil nelayan dan pemili en Polewali

a nelayan yang ketika untuk bagi

butuhkan uang biasanya bada pemilik

yan maupun
Kabupaten
pangan pada
beberapa bagang. Karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun

pemilik bagang.

13%8\Wahbah az-zuhaili, Al Figh Al Islam Wa Adillahu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Figih

Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, h. 487.
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Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat
persaudaraan yang diciptakan dalam Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber
daya, menurut Al-Qur’an adalah amanat Allah Swt kepada seluruh umat manusia,

maka tidak ada alasan mengapa sumber daya tersebut harus dikuasai oleh

sekelompok kecil manusia saja. Je m menekanakan distribusi pendapatan dan

kekayaan yang adil hingg roleh jaminan serta tingkat hidup
yang manusiawi da anusia yang inherent dalam

U sebagai khalifah Allah S

tuk berbuat

pekerjaan apapun den

sukai, tetapi

juga dilakukan harus hid. Dalam

n dan pemilik bagang ali Mandar.

erikan kebebasan kepada endapatkan

lain dengan agang denga ancing yang

a sendiri dan b milik bagang. Pad jaring ikan

dan para nel a saat itulah

ggunakarP* nlErpnnnlE dengan a ing mereka

an berkump

para nelayan.
Pemilik bagang juga memberikan kebebasan kepada juragan untuk
membagi hasil harian jika hasil penjualan ikan mereka banyak, mereka akan

mengeluarkan 10% dari hasil tangkapan harian untuk dibagi kepada nelayan dan
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pemilik bagang, sehingga bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak hanya
dilakukan setiap bulan, tetapi juga terkadang mereka mendapatkan upah harian.
Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, demi

kemaslahatan nelayan tanpa merugikan pemilik bagang.

4. Prinsip tanggung jawab, manusi bertanggung jawab atas tindakan yang

dilakukannya. Pemilik b pebasan kepada nelayan untuk
memancing ikan gung jawab untuk tidak
kan di bagang. Juragan
harian juga
asil se a yaitu 10%

isanya untuk modal da

i pada akhir

agi Hasil Nelayan dan Kabupaten

p usaha yan keuntungan,

untuk memb velaku usaha

bagang di
an maupun

bfesi sebagai

“Saya ini yang pemilik bagang pastilah mau kalau sistem bagi hasil ini bisa
bermanfaat dan mensejahterakan pemilik bagang maupun nelayan, tapi kan
tidak selamanya itu untung orang, kalau musim paceklik pasti akan rugi,
karena tidak ada ikan, terus kemungkinan ada beberapa peralatan kapal biasa
rusak karena ombak. Tapi kalau manfaat untuk saya sendiri, pastilah ada
manfaatnya”137

B"\Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.
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Pendapat di atas hampir sama dengan Aco yang berprofesi sebagai pemilik

bagang bahwa:

“Manfaatnya untuk saya itu yah sangat bermanfaat, tidak mungkin juga
mauka beli bagang kalau akan rugika ji, karena j jarang-Jarang itu yang punya
bagang tidak sejahtera, apalagi itu yang banyak bagangnya”

Selain itu dari pendapat da-beda, seperti yang diungkapkan oleh

Ikan ada pekerjaan lain
a ma’bagang
pa, daripada

ahwa :

faat sekali, senang bisa enak dirasa

juga rugi kalau tidak ad

sman yang berprofesi se

ana karena

a”141

arnya sistem
bagi ha g emili g i Kabup ewali bermanfaat

an kerugian

38awancara Aco, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.
139 Wawancara Saldi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juli 2019.
140 \Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

Y“Ywawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.
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ketika musim paceklik atau barat, tetapi lebih banyak manfaat yang dirasakan baik itu
oleh pemilik bagang maupun nelayan.
Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten

Polewali Mandar jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut;

1. Prinsip tauhid, Tauhid mengand sbuah dasar atau implikasi bahwa alam

semesta dan semuanya di t. Segala sesuatu yang diciptakan

memiliki sebuah tuj inilah yang ebuah arti pada setiap hal

atau sesuatu yang ada di semesta di mana manusie upakan suatu bagian dalam

ktivitasnya.
| nelayan dan pemilik i en Polewali

kedua belah

nya untuk mendapatak

emberikan manfaat pada memenuhi

ya yakni ika asil nelayan

lilan, yakni
dapatan dan

Keseimbangan
adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan
pengeluaran. Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali
Mandar dalam hal kemanfaatan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena

beberapa nelayan merasa dirugikan dengan penanggungan kerugian yang dianggap
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utang oleh pemilik bagang yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena
dikurangi oleh utang tersebut. Tetapi adapula beberapa pemilik bagang yang
menerapkan aturan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga beberapa nelayan
merasakan manfaat yang cukup dan tidak merasa dirugikan dari sistem bagi hasil

ini.

. Prinsip kehendak bebas, pemilik bagang bebas melakukan sesuatu yang dapat
h T

mendatangkan manfaat baik untuk pemilik bagang maupun nelayan, seperti dalam
r h

hal memancing ikan sendiri di bagang, tentunya sangat membantu nelayan untuk

mendapatkan penghasilan tambahan. Dan juga bagi penjual ikan, maupun pihak-
[ . |

pihak yang membutuhkan |kan-ikan besar seperti balasup kakap dan lainnya. Hal
I I

tersebut membantu mereka untuk Ieblh mudah mendapatkan apa yang mereka

butuhkan.
manusia perlu memp ngja tindakanya.
prin berhubungan erat dengan ak b menetapkan
ukan  oleh la dengan
ilakukannya. Nel ebas untuk

ikan tetapi g tidak me n ekosistem

menyimpan
bahayakan
masyarakat yang akan mengkonsumsinya.
Islam sendiri sangat menganjurkan sesuatu hal yang dapat memberikan
manfaat pada orang lain. Jadi apabila seseorang berbisnis hendaknya melakukan

dengan baik dan juga dapat memberikan maslahah bagi orang lain. Jadi setiap

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan

mempertimbangkan manfaat dan maslahah bagi semua orang.

13l

PAREPARE

akan

tetapi

71

juga
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan irnya pembahasan “Sistem Bagi

andar Perspektif Hukum

Setelah itu,
yakatan akan
jian kepada
anjian yang

run mereka

diakomodir a perjanjian
. mengikat se
Kabupaten
elayan dan
odal sesuai
dengan konsep mudharabah. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan
nelayan dan pemilik bagang, sementara kerugian pada sebagian aturan yang

ditetapkan oleh pemilik bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam

karena merugikan salah satu pihak.

72
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5.1.3 Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten
Polewali Mandar tentunya tidak hanya untuk kedua belah pihak yaitu nelayan,
baik itu anak buah kapal maupun juragan nelayan dan juga pemilik bagang.

Akan tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Karena ikan

yang diperoleh oleh nelayan tic a dijual di pasar saja, tetapi di ekspor ke
luar negeri untuk keb
5.2 Saran

5.2.1

edua belah pihak. Dan
erjadi kerugian sesuai d rabah. Yang
menanggung seluruh ke
5.2.2

iknya apabila meminta panj pagang tidak

ya belum dik nas. Karena

bagang.

PAREPARE
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